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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan rahmat dan ridha Allah SWT, Rencana Kerja (RENJA)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Tahun
Anggaran 2022 telah dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Maluku ini memuat program-program perencanaan yang dituangkan
kedalam bentuk kegiatan-kegiatan. Setiap kegiatan yang disusun berdasarkan
program dan kegiatan prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Maluku yang mengacu kepada Visi dan Misi Provinsi Maluku serta
mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Dengan perencanaan yang baik, diharapkan program-program dan kegiatan-
kegiatan yang diajukan benar-benar memberikan hasil yang maksimal sehingga
terwujudnya pelayanan investasi yang prima dan peningkatan realisasi investasi di
Provinsi Maluku serta tercapainya Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelayanan

perizinan dan non perizinan sesuai dengan kewenangan.

Disadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih terdapat kekurangan-
kekurangan, dengan itikad baik kita bersama dan masukan dari semua pihak akan
menyempurnakan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022.

Ambon, Maret 2021

Kepala Dinas Penanamn Modal
Dan qua_yananTerpadu Satu Pintu
Pro\qg\nﬂ Maluku

NIP. 1965020 199103 1013
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) merupakan pelaksanaan
dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang
kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
Dalam kerangka teknis penyusunan, Renja SKPD 2022 mengacu pada
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 68 Tahun
2017 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Maluku Tahun 2022, dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan
tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022.

Pada dasarnya Renja SKPD berisi tentang Kebijakan Umum SKPD, dan
Program/kegiatan Pembangunan di lingkungan SKPD baik yang dilaksanakan
oleh SKPD maupun dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja-SKPD
merupakan penjabaran dari Renstra-SKPD yang disusun oleh setiap SKPD
dengan mengacu pada Rancangan awal RKPD yang disiapkan oleh Bappeda.
Renja-SKPD ini disusun berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian pelaksanaan
program/kegiatan tahun sebelumnya. Rencana kinerja SKPD memuat analisis
dan pengambilan keputusan kedepan untuk menetapkan tingkat kinerja yang
diinginkan di masa mendatang. Pada prinsipnya perencanaan kinerja
merupakan penetapan tingkat pencapaian kinerja yang dinyatakan dengan
ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka mencapai sasaran atau
target yang telah ditetapkan. Perencanaan merupakan komponen kunci untuk
lebih mengefektifkan dan mengefisienkan pemerintah daerah. Sedangkan

perencanaan kinerja membantu pemerintah untuk mencapai tujuan yang sudah
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diidentifikasikan dalam rencana stratejik, termasuk didalamnya pembuatan
target kinerja dengan menggunakan ukuran-ukuran kinerja. Rencana Kerja
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022
sejalan dengan UU 25/2004, maka penyusunan Renja SKPD perlu memenuhi

prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Teknokratis (Strategis), sesuai dengan fungsinya sebagai
menerjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam program dan
kegiatan SKPD sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan
capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka
menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD.

2. Demokratis dan Partisipatif, penyusunan Renja SKPD perlu dilaksanakan
secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (dan seluruh
stakeholder) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan
perencanaan.

3. Politis, bahwa penyusunan Renja SKPD melibatkan proses konsultasi
dengan kekuatan politis, terutama Kepala Daerah Terpilih dengan DPRD.

4. Perencanaan Bottom-up, bahwa penyusunan Renja SKPD perlu untuk
memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

5. Perencanaan Top Down, bahwa proses penyusunan Renja SKPD perlu
sinergi dengan rencana strategis di atasnya yaitu RKPD dan RPJMD.
Keluatran utama dari proses penyusunan Renja SKPD adalah berisikan

status, posisi, kedudukan dan kinerja SKPD dalam penyelenggaraan.

Keluaran utama dari proses penyusunan Renja SKPD adalah berisikan status,
posisi, kedudukan dan kinerja SKPD dalam penyelenggaraan berbagai fungsi,
urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah serta rumusan kondisi internal
(kelemahan dan kekuatan) dan kondisi eksternal (tantangan dan peluang)
dalam 1-5 tahun kedepan. Dokumen Renja SKPD berisikan daftar
program/kegiatan dan pagu indikatif SKPD serta sumber pendanaannya yang
disusun sesuai dengan Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah.
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1.2. Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Maluku (Renja-SKPD) Provinsi Maluku Tahun 2022 adalah sebagai
berikut :

1.
2.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaaan Rencana

Pembangunan Daerah;
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2008 tentang
Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tatacara Perubahan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang;

17. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 02 Tahun 2009 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Maluku Tahun 2005 — 2025.

18. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 21 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIJMD)
Provinsi Maluku Tahun 2014 - 2021;

19.Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 06 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga- Lembaga Teknis

Daerah Provinsi Maluku.

1.3. Maksud dan Tujuan
Secara umum, maksud penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku adalah untuk memberikan
gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator
kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan

dilaksanakan langsung oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
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Terpadu Satu Pintu tahun mendatang. Secara khusus Rencana Kerja ini

mempunyai tujuan:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan
Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
dan hasil Forum SKPD Tahun 2021 untuk melaksanakan urusan di
bidang penanaman modal.

2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam
manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam
kurun waktu satu tahun kedepan.

3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran
tahunan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan
fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

serta indikator kinerja yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan

program tahun depan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Kerja (Renja-SKPD) Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN — LAMPIRAN
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BAB 11
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Tahun 2020

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman
Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku untuk Tahun
Anggaran 2020, seluruh kegiatan telah terlaksana dengan baik sesuai
dengan pencapaian target program dan kegiatan di tahun 2020.

Adapun Pelaksanaan urusan wajib bidang penanaman modal untuk tahun
anggaran 2020 dapat dilihat melalui alokasi program dan kegiatan sebagai
berikut :

1. Alokasi anggaran Belanja Langsung Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebesar Rp.2.097.158.800,- dengan
realisasi keuangan Rp.1.967.410.705,- atau 93,8%, yang diperuntukkan
untuk membiayai 7 program dan 26 kegiatan.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan jasa layanan dan
sarana administrasi yang memadai dan layak untuk memperlancar
pelaksanaan tugas-tugas kantor yang diimplementasikan melalui
kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.2.000.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%. Capaian
kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Outpuft) :
Tersedianya jasa surat-menyurat berupa : 15 lembar perangko dan
350 lembar materai.
Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkantoran.
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b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.78.046.000,- dengan realisasi keuangan Rp.74.484.631,- atau
95,44% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar
Rp.3.561.369,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Outpuft) :
Tersedianya 2 saluran telepon dan 2 jaringan listrik.
Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.

c) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.28.120.000,- dengan realisasi keuangan Rp.28.120,000,- atau
100% dan fisik 100%. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Outpuft) :
Tersedianya 2 orang jasa kebersihan.
Hasil (Outcome)

Terjaganya kebersihan dan kenyamanan lingkungan perkantoran.

d) Penyediaan Alat Tulis Kantor
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.20.332.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%.
Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Outpuf) :
Tersedianya alat tulis kantor, berupa : 50 rim kertas, 33 buah
catridge, tinta printer 19 dos, 31 buah buku, 20 buah hekter dan isi,
57 buah map, 500 lembar amplop, 2 dos CD RW dan alat tulis
kantor lainnya.
Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkantoran.
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e) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.6.400.00,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%. Capaian
kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
Tersedianya 3 jenis bahan cetakan dan 2 jenis bahan penggandaan.
Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas administrasi perkantoran.

f) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.1.000.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%,. Capaian
kinerja kegiatan ini adalah:
Keluaran (Outpuft) :
Tersedianya 20 buah lampu.
Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.

g) Penyediaan Makanan dan Minuman
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.4.000.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%. Capaian
kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Outpuft) :
Tersedianya makan dan minum rapat selama 1 tahun.
Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan rapat-rapat kedinasan.

h) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.130.900.000,- dengan realisasi keuangan Rp.111.395.600,- atau
85,10% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar

Rp.19.504.400,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
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Keluaran (Output) :

Terikut sertanya dalam rapat koordinasi dan konsultasi penanaman
modal sebanyak 10 kali pertemuan.

Hasil (Outcome) :

Sinergitas pelaksanaan program kegiatan perangkat daerah.

i) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.22.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.20.000.000,- atau
90,91% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar
Rp.2.000.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Pimpinan mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi penanaman
modal sebanyak 2 kali pertemuan di Kab/Kota.

Hasil (Outcome) :

Tersusunnya dokumen pelaksanaan penanaman modal.

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
Tujuan program ini adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana
aparatur yang memadai dan layak dalam rangka mewujudkan
kenyamanan dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kantor, yang
diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.20.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar
Rp.19.400.000,- atau 97 % dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp.600.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Outpuf) :
Tersedianya 1 buah kendaraan dinas roda 2.
Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.
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b) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.288.723.500,- dengan realisasi keuangan Rp 281.311.000,- atau
97,43% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar
Rp.7.412.500,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Outpuft) :
Tersedianya 7 buah printer dan 5 buah laptop.
Hasil (Outcome) :

Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkantoran.

c) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.60.173.200,- dengan realisasi keuangan Rp.59.844.600,- atau
99,45% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar
Rp.328.600,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
Terlaksananya pemeliharaan 2 unit mobil dan 6 unit motor.
Hasil (Outcome) :

Memperpanjang masa pakai kendaraan dinas.

d) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.14.200.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%.
Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor.
Hasil (Outcome) :

Memperpanjang masa pakai peralatan gedung kantor.

e) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.160.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.158.600.000,- atau

Renja DPMPTSP Provinsi Maluku Tahun 2022 10



99,13% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar
Rp.1.400.000,- Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Terlaksananya rehabilitasi 1 ruangan kantor.

Hasil (Outcome) :

Terciptanya kenyamanan dan keselamatan kerja.

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
kemampuan kinerja aparatur dalam pelaksanaan program dan kegiatan,
yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.55.932.400,- dengan realisasi keuangan Rp.47.459.200,- atau
84,85% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar
Rp.8.473.200,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Outpuf) :
Terlaksananya kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan
bidang penanaman modal untuk 50 peserta.
Hasil (Outcome) :
Meningkatnya pemahaman aparatur dan pelaku usaha di bidang

penanaman modal.

b) Pendidikan dan Pelatihan Teknis
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.120.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp.104.921.800,- atau
87,43% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar
Rp.15.078.200,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Outpuft) :
Terlaksananya kegiatan pelatihan teknis bidang penanaman modal
untuk 50 peserta.
Hasil (Outcome) :

Meningkatnya pemahaman ASN bidang penanaman modal.
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4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program ini bertujuan untuk meningkatkan promosi dan kerjasama
investasi, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai
berikut :

a) Peningkatan Fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis
antara usaha besar dan usaha kecil menengah.
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.69.952.500,- dengan realisasi keuangan Rp.66.048.900,- atau
94,42% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar
Rp.3.903.600,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
Terlaksananya fasilitasi kerjasama UMKM dan Usaha Besar untuk 25
peserta.
Hasil (Outcome) :

Meningkatnya skala usaha.

b) Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman
Modal dan PTSP
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.53.874.600,- dengan realisasi keuangan Rp.45.331.522,- atau
84,14% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar
Rp.8.543.078,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
Terikutsertanya 3 orang dalam Rapat Koordinasi Teknis
(RAKORTEK) serta terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi
program dan kegiatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi dan kabupaten/kota.
Hasil (Outcome) :

Tersedianya dokumen perencanaan penanaman modal dan PTSP.
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c) Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan
Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.14.289.500,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%.
Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Outpuft) :
15 orang Pelaku Usaha PMA dan PMDN yang mengikuti pelatihan
pengisian LKPM secara online.
Hasil (Outcome) :

Meningkatnya kemampuan pelaku usaha yang dilatih.

d) Penyelenggaraan Pameran Investasi
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.181.647.000,- dengan realisasi keuangan Rp.159.679.300,- atau
87,91% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar
Rp.21.967.700,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Outpuft) :
Partisipasi aktif dalam 1 kegiatan pameran.
Hasil (Outcome) :
Penyebaran informasi potensi dan peluang investasi Provinsi Maluku
secara langsung ke masyarakat luas calon investor dalam dan luar

negeri di lokasi promosi.

e) Pengembangan Sarana/Prasarana Promosi Penanaman
Modal
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.25.000.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100%.
Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
Terlaksananya pengembangan potensi unggulan daerah (50
booklet, 50 buah leaflet dan 100 tas promosi).
Hasil (Outcome) :

Meningkatnya promosi daerah tentang potensi unggulan daerah.
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5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program ini  bertujuan untuk mendukung peningkatan dan
pengembangan investasi, yang diimplementasikan melalui kegiatan-
kegiatan sebagai berikut :

a) Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal di
Daerah
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.82.300.000,- dengan realisasi keuangan Rp.79.017.100,- atau
96,01% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar
Rp.3.282.900,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
Tersedianya informasi potensi penanaman modal yang terupdate
prealisasi penanaman modal, SOP dan standar pelayanan perizinan,
publikasi layanan pengaduan.
Hasil (Outcome) :
Terpublikasinya informasi potensi investasi di Provinsi Maluku baik di

dalam negeri maupun di luar negeri.

b) Pelaksanaan PTSP dan Peningkatan Pelayanan Penanaman
Modal
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.232.800.000,- dengan realisasi keuangan Rp.210.814.100,- atau
90,56% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar
Rp.21.985.900,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
Tersedianya 670 Jumlah ijin bidang kehutanan, perhubungan, ESDM,
koperasi, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, dinas sosial dan
dinas pendidikan.
Hasil (Outcome) :

Meningkatnya pelayanan perizinan kegiatan penanaman modal.
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c) Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.40.175.000,- dengan realisasi keuangan Rp.36.895.800,- atau
91,84% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar
Rp.3.279.200,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Outpuft) :
Terlaksananya survey indeks kepuasan pelaku usaha.
Hasil (Outcome) :

Terwujudnya pelayanan perizinan yang efektif, cepat dan efesien.

6. Program Penyiapan potensi sumberdaya, Sarana dan Prasarana

Daerah

Program ini bertujuan untuk menyiapkan data potensi peluang investasi

unggulan daerah, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan

sebagai berikut :

a) Kajian Potensi Sumberdaya Yang Terkait Dengan Investasi
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.235.284.300,- dengan realisasi keuangan Rp.229.934.000,- atau
97,73% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar
Rp.5.350.300,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Outpuft) :

Tersedianya 1 paket website yang menyajkan informasi peluang
investasi.

Hasil (Outcome) :

Meningkatkan iklim investasi daerah.

7. Program Perencanaan pembangunan Daerah
Program ini bertujuan untuk pencapaian kinerja pemerintah daerah, yang
diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a) Forum Koordinasi OPD
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar
Rp.150.008.800,- dengan realisasi keuangan Rp.146.931.652,- atau
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97,95% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran sebesar
Rp.3.077.148,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

Terlaksananya Forum OPD DPMPTSP Promal dan DPMPTSP 11
Kab/Kota se-Maluku yang diikuti oleh 50 orang peserta Forum.

Hasil (Outcome) :

Sinkronisasi program kegiatan antara provinsi dan kabupaten/kota.

2.2. Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Provinsi Maluku
Analisis Kinerja DPMPTSP Provinsi Maluku dicapai dengan melaksanakan
seluruh  program yang diamanatkan RPJMD Provinsi Maluku kepada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Termasuk
dalam amanat tersebut adalah melaksanakan pelayanan dibidang
perizinan kepada masyarakat sesuai bidang urusan yang dilimpahkan
Pemerintah Provinsi Maluku kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku.
Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu terletak pada sasaran pembangunan dalam Renstra. Indikator
kinerja pelayanan merupakan indikator kinerja yang bersifat hasil
(outcome) dan menggambarkan indikator kinerja program-program yang
dilaksanakan dalam mencapai sasaran pembangunan dimaksud. Indikator
kinerja pelayanan ini dapat berupa indikator kinerja standar pelayanan
minimal (SPM), indikator kinerja kunci (IKK) maupun indikator yang
dikreasikan guna mengukur tingkat layanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada Tabel 2.2. (terlampir).
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2.3. Isu-isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
1. Kondisi umum saat ini

Pelayanan publik merupakan salah satu tugas pemerintah dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat. Di era otonomi daerah isu kursial
yaitu pembagian sebagian kewenangan pemerintah pusat ke daerah,
salah satunya adalah dibidang pelayanan publik. Pelimpahan wewenang
dan desentralisasi pada sektor publik menempatkan pemerintah daerah
ke dalam pusat reformasi organisasi dan manajemen, tapi meskipun era
reformasi telah memunculkan perubahan yang mendasar yang
mendasar pada model pemerintah dan telah disempurnakan ternyata
tak cukup  terimplementasikan secara baik bahkan menyisakan
berbagai masalah.
Dalam proses pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu masih banyak masyarakat umum, dunia
usaha beranggapan bahwa untuk mengurus izin usaha masih berbelit-
belit, belum transparan, memakan waktu yang cukup lama, biaya
mahal, dan sebagainya.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka merupakan tugas dan
tanggungjawab Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu untuk meningkatkan kinerja khususnya di bidang pelayanan
perizinan secara efisien dan efektif.
Upaya yang telah dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu untuk menunjang permasalahan tersebut diatas
diantaranya adalah dengan melengkapi sarana dan prasarana
pendukung dalam pengurusan penerbitan perizinan dan non perizinan,
memperbaiki regulasi terkait pendelegasian kewenangan Penerbitan
Dan Penandatangan Perizinan Dan Non Perizinan, kemudahan
melakukan perizinan secara elektronik serta peningkatan penyebaran
informasi terkait penyelenggaraan perizinan potensi inevstasi di
Prrovinsi Maluku baik secara non elektronik memalui penyebaran
leaflet, booklet dan majalah maupun secara elektronik melalui email,

website dan media sosial.
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2. Kondisi yang diinginkan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2016 Tentang

Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Dan Penandatangan Perizinan

Dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Provinsi Maluku, maka dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke

depan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi

Maluku diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi

selama ini yang menghambat proses penerbitan perizinan dan non

perizinan diantaranya :

1. Pencegahan praktek-praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)
dan pungutan liar dalam proses pengurusan izin.

2. Mengurangi beban administrasi pelayanan yang lebih efektif dan
efisien, sehingga diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat
sebagai penerima layanan semakin meningkat kepada pemerintah
khususnya dalam hal pelayanan publik.

3. Meningkatnya nilai investasi sebagai dampak dari kemudahan
berinvestasi
Kemudahan dalam pengurusan pelayanan perizinan dan non
perizinan. Mudahnya pelayanan perizinan akan meningkatkan
kepercayaan pelaku usaha/penanam modal dalam melakukan
aktivitas penanaman modal sehingga berdampak pada peningkatan
pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor retribusi dan pajak
daerah sebagai akibat semakin banyaknya dunia usaha/badan usaha
yang menjadi objek.

4. Meningkatkan daya saing penanaman modal dan kemandirian daerah
untuk menjadikan Provinsi Maluku sebagai daerah tujuan

penanaman modal.
Tantangan (freaths) yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku dalam pengembangan pelayanan tahun

2020, antara lain sebagai berikut:
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. Kesadaran masyarakat mengurus perizinan masih rendah.

Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam melakukan penginputan
LKPM online.

3. Masih kurangya regulasi terkait kemudahan berinvestasi.

Kurangnya anggaran untuk perbaikan kualitas sarana prasarana serta
pelaksanaan program-program dan kegiatan urusan penanaman modal
dan pelayanan perizinan.

Rendahnya kualitas SDM aparatur.

Kurangnya koordinasi dan konsolidasi lintas sektor dengan OPD teknis.

Peluang-peluang (opportunities) pengembangan pelayanan tahun 2021 di

lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Maluku, antara lain sebagai berikut :

1.

Kesederhanaan :

Harus mudah dipahami dan dilaksanakan.

Kejelasan dan Kepastian :

Jelas dan kepastian hak dan kewajiban petugas penanaman modal.
Keamanan :

Proses dan hasil pelayanan harus aman dan nyaman (kepastian hukum).
Keterbukaan :

Informasi tentang proses hak dan kewajiban disampaikan secara terbuka
kepada penanam modal baik diminta maupun tidak diminta.

Efisien :

Tidak ada duplikasi persyaratan oleh beberapa unit pelayanan.

Ekonomis :

Biaya pelayanan ditetapkan secara wajar dengan mempertimbangkan
nilai pelayanan.

Ketepatan waktu :

Disesuaikan dengan standar pelayanan yang tertuang dalam aturan.

Renja DPMPTSP Provinsi Maluku Tahun 2022 19



2.4. Review terhadap (Rancangan Awal) RKPD

Penyusunan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku mengacu pada kerangka arahan yang
dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan
Rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Maluku dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan
penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian
terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan
Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap
pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi Maluku. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD
dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi
kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang
telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku dan
tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku, dengan arahan Gubernur Maluku
terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan
untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi
prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolak
ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang
dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Berdasarkan inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan, dilakukan
penyesuaian dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku.
Kemudian dilakukan penelitian kelengkapan informasi dari usulan,
terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran

volume kegiatan, bila perlu dilakukan konfirmasi atau diberi catatan untuk
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dikonfirmasikan dengan hasil analisis Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Maluku memeriksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai
dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD.
Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan disajikan dalam Tabel 2.4 berikut.
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BAB 111
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan tema RKP Nasional maka sasaran utama pembangunan
nasional yang harus dicapai pada akhir tahun 2022 antara lain yaitu :

1. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8 sampai dengan 5,6
persen.
2. Laju inflasi 3,5 dan bertambah atau berkurang 1 persen.

Pemerintah Provinsi Maluku telah menyesuaikan target pertumbuhan
ekonomi, penurunan penggangguran, angka kemiskinan dan laju inflasi daerah
dengan mengacu pada sasaran pembangunan nasional tersebut di atas.

Adapun prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN
2021 -2025 yang harus disinergikan dengan prioritas pembangunan daerah
dalam menyusun RKPD dan renja OPD tahun 2022, sebagai berikut :

Reformasi birokrasi dan tatakelola.
Pendidikan.

Kesehatan.

Penanggulangan kemiskinan.
Ketahanan pangan.

Infrastruktur.

Iklim investasi dan iklim usaha.

Energi.

o %O N o b LD

Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana.

=
o

. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik.
11. Kebudayaan, ekonomi kreatif, dan inovasi teknologi.
12. 3 (tiga) bidang lainnya yaitu :

(1) bidang politik; hukum dan keamanan;

(2) bidang perekonomian; dan

(3) bidang kesejahteraan rakyat.
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3.2 Tujuan dan Sasaran
a. Tujuan.

Tujuan dilaksanakannya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku tahun 2022 adalah sebagai
berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan dan perizinan yang efektif dan efisien.
2. Meningkatkan realisasi investasi penanaman modal melalui promosi

potensi dan peluang investasi daerah.

b. Sasaran.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rencana Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku
Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah izin dan investor.

2. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang
mudah, cepat dan transparan.

3. Meningkatnya jumlah dokumen perencanaan bidang perizinan dan

penanaman modal.

3.3 Program dan Kegiatan
Rencana program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku tahun 2022 disusun mengacu pada tujuan
dan sasaran serta isu — isu strategis yang selanjutnya dituangkan dalam
Rencana Kerja (Renja) tahun 2022. Faktor — faktor yang menjadi bahan
pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku tahun 2022 antara
lain :
1. Pencapaian visi dan misi Gubernur Maluku
Fokus pencapaian tahun 2022 sesuai dengan visi dan misi Gubernur
2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Fokus pencapaian tahun 2022 sesuai dengan Standar Pelayanan
minimal (SPM) adalah :

- Penciptaan pelayanan penanaman modal yang prima;
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3. Pencapaian pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Fokus
pencapaian tahun 2022 adalah :
- Penyusunan pedoman pelayanan publik
- Terlengkapinya fasilitas perizinan yang memadai

4. Pencapaian indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku. Fokus pencapaian tahun
2022 adalah :
- Peningkatan realisasi investasi,

- Peningkatan mutu pelayanan perijinan dan non perijinan.

Rencana program/kegiatan yang merupakan perwujudan visi dan misi Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku tahun
2022 adalah sebagai berikut :

Pagu indikatif program/kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Tahun 2022 adalah sebesar
Rp 16.456.443.992,- yang diperuntukkan untuk membiayai 6 Program, 14
kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. Program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku adalah sebagai berikut dan

secara lengkap dapat dilhat pada lampiran 3.1.

A. Pendukung Administrasi SKPD
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Terdiri dari 8 kegiatan, pagu indikatif Rp 7.914.274.819,- dengan

rincian kegiatan yaitu :

1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah, pagu indikatif Rp 954.556.675,-.
Terdiri dari 3 Sub kegiatan yaitu :
- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah, pagu indikatif Rp 521.586.687,-
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- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, pagu indikatif
Rp 66.236.499,-

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, pagu indikatif
Rp 366.733.489,-

1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, pagu
indikatif Rp 4.109.593.078, -

Terdiri dari 4 Sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS, pagu
indikatif Rp 3.995.004.278,-

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan
Penguijian/Verifikasi Keuangan SKPD, Pagu indikatif
Rp 92.188.800,-

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD, pagu indikatif Rp 12.500.000,-

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD, pagu indikatif
Rp 9.900.000,-

1.3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat
Daerah, pagu indikatif Rp 17.300.000,-
Terdiri dari 2 Sub Kegiatan vyaitu :
- Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD, pagu indikatif Rp 9.800.000,-
- Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang
Milik Daerah pada SKPD, pagu indikatif Rp 7.500.000,-

1.4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, pagu
indikatif Rp 256.739.730,-
Terdiri dari 2 Sub kegiatan yaitu :
- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi, Pagu indikatif Rp 132.989.731,-
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- Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan,
Pagu indikatif Rp 123.749.999,-

1.5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, pagu indikatif

Rp 382.671.763,-

Terdiri dari 6 Sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan  Bangunan  Kantor, Pagu indikatif
Rp 16.499.923, -

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Pagu
indikatif Rp 5.000.000,-

- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Pagu indikatif
Rp 68.371.819,-

- Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,
pagu indikatif Rp 30.000.000,-

- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu, pagu indikatif
Rp 98.724.021,-

- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD, pagu indikatif Rp 164.076.000,-

1.6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah, pagu indikatif Rp 840.000.000,-

Terdiri dari 4 Sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan, pagu indikatif Rp 600.000.000,-

- Sub  Kegiatan Pengadaan Mebel, pagu indikatif
Rp 100.000.000,-

- Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya, pagu
indikatif Rp 120.000.000,-

- Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan lainnya, pagu indikatif
Rp 20.000.000,-
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1.7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah, pagu indikatif Rp 203.667.283,-

Terdiri dari 3 Sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, pagu indikatif
Rp 8.000.000,-

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik, pagu indikatif Rp 89.760.000,-

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, pagu
indikatif Rp 105.907.283,-

1.8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah, pagu indikatif Rp 1.149.746.290 ,-

Terdiri dari 4 Sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau
Kendaraan Dinas Jabatan, pagu indikatif Rp 120.747.000,-

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya, pagu
indikatif Rp 12.000.000,-

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya, pagu indikatif Rp 1.000.000.000,-

- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya, pagu
indikatif Rp 16.999.290,-

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
Terdiri dari 2 kegiatan, pagu indikatif Rp 1.288.420.000,-
1.1 Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang
Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi,
pagu indikatif Rp 650.000.000,-
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- Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, pagu
indikatif Rp 550.000.000,-

- Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian
Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, pagu
indikatif Rp 100.000.000,-

1.2 Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi, pagu
indikatif Rp 638.420.000,-
- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal
Daerah Provinsi, pagu indikatif Rp 138.420.000,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha
Provinsi, pagu indikatif Rp 500.000.000,-

2. Program Promosi Penanaman Modal.
Terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penyelenggaraan Promosi Penanaman
Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, pagu indikatif
Rp 5.420.000.000,-
- Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman
Modal Kewenangan Provinsi, pagu indikatifnya
Rp 920.000.000,-
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman
Modal Kewenangan Provinsi, pagu indikatifnya
Rp 4.500.000.000,-

3. Program Pelayanan Penanaman Modal.
Terdiri dari 1 kegiatan yaitu Penanaman Modal yang menurut
Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Kewenangan
Daerah Provinsi, pagu indikatif Rp 968.418.774,-
- Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan
Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik, pagu indikatif Rp 329.998.774,-
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- Sub Kegiatan Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan
Non  Perizihan Penanaman  Modal, pagu indikatif
Rp 138.420.000,-

- Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan
dan Non Perizinan, pagu indikatif Rp 300.000.000,-

- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah, pagu indikatif Rp 200.000.000,-

4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
Terdiri dari 1 kegiatan yaitu Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi, pagu indikatif
Rp 715.330.399,-
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan
Pelaksanaan Penanaman Modal, pagu indikatif
Rp 166.836.764,-
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman Modal, pagu indikatif
Rp 312.181.038,-
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal, pagu indikatif
Rp 236.312.597,-

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
Terdiri dari 1 kegiatan yaitu Urusan Pengelolaan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi
pada Tingkat Daerah Provinsi, pagu indikatif Rp 150.000.000,-

- Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data
dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik,
pagu indikatifnya Rp 150.000.000,-
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Bab IV
PENUTUP

4.1 Kondisi Sarana Prasarana DPMPTSP Provinsi Maluku

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Maluku, saat ini masih menempati bekas gedung Taman Ria Pemerintah
Provinsi Maluku. Hal ini membuktikan bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Maluku belum memiliki gedung yang representatif khususnya untuk
pelaksanaan pelayanan perizinan secara terintegrasi. Kondisi demikian juga
didukung oleh kurangnya fasilitas sarana dan prasarana pendukung kantor
seperti kendaraan dinas operasional untuk mendukung kelancaran tugas-tugas

perkantoran.

4.2 Rencana Tindak Lanjut
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Maluku mengusulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat diperlukan sarana
dan prasarana yang reprensentatif yaitu adanya bangunan gedung kantor
yang cukup memadai sesuai dengan standar pelayanan prima.

2. Untuk kelancaran tugas-tugas perkantoran dibutuhkan kendaraan dinas
operasional roda 4 dan roda 2.

Demikianlah Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 ini dibuat
untuk dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan

kinerja kedepannya.
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SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

RENCANA TAHUN 2022

PERKIRAAN RENCANA

KEBUTUHAN
KODE PRIORITAS PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN TARGET CAPAIAN TAHUN 2023
LOKASI KINERJA DANA/PAGU
INDIKATIF
2 3 4 5 6 7 9
Peningkatan Suasana Kondusif, Damai, Harmonis, dan Berbudaya yang Mendul Aktivitas Ekonomi, Investasi, dan Pariwisata
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN
2 DASAR
2 18 Penanaman Modal
2 18 | 02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif
2 18 | 02 |1.01 dibidang Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
T judnya fasilitasi beri
Penetapan Kebijakan Daerah dalam ks::::g:h::a;?;l ?;:a’rfn;rli:?tndan
2 18 | 02 | 1.01 01 Pemberian Fasilitas/Insentif dan ! s P Kabupaten/Kota, Provinsi Maluku 1 Perda 550.000.000 605.000.000
menguntungkan antara usaha besar dan
Kemudahan Penanaman Modal )
usaha kecil menengah
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Tersedianya daya dan informasi
2 18 | 02 |1.01 02 Fasilitas/Insentif dan Kemudahan perkembangan pelaksanaan pemberian Kabupaten Maluku Tengah 2 Produk 100.000.000 110.000.000
Penanaman Modal fasilitas dan kemudahan penanaman modal
2 18 | 02 [1.02 Pemlyua_tan Peta Potensi Investasi
Provinsi
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Terlaksananya Kegiatan Evaluasi
2 18 | 02 | 1.02 01 v L Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman 11 Kabupaten/Kota RUPM 138.420.000 152.262.000
Modal Daerah Provinsi
Modal
P di Peta Potensi dan Pel Usah
2 18 | 02 | 1.02 02 Pre:\)/iis;aan €ta Fotensi dan Feluang Usaha Tersedianya peta potensi unggulan daerah 11 Kabupaten/Kota 1 dokumen 500.000.000 550.000.000
2 18 | 03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN
MODAL
Penyelenggaraan Promosi Penanaman
2 18 | 03 |1.01 Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
Provinsi
2 18 | 03 | 1.01 01 Penyusunan Strategi Pror'nojc,l Penanaman Tersebarnya Inf?rmas'l/publlkam promosi ' Provinsi Maluku 50 Ieaf!et dan 2 920.000.000 1.012.000.000
Modal Kewenangan Provinsi investasi melalui media cetak dan elektronik| majalah
Pelak: Kegi P i P Meningkati i i i fisi
2 |18 |03 |r01| 02 Slacanaaniegatan Bromeosthenanamaniy e In e at 1y At el o oSl an B eIl I e T proVinsiIMalU kU awa 4 event 4.500.000.000 4.950.000.000
Modal Kewenangan Provinsi dan efektif
2 18 | 04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN
MODAL
Penanaman Modal yang menurut
Ketentuan Peraturan Perundang-
2 16 | 04 |1.02 undangan Menjadi Kewenangan Daerah
Provinsi




18

04

1.02

01

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan
dan Non Perizinan Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
Secara Elektronik

Terciptanya Kemudahan layanan Perizinan
dan Non Perizinan

Provinsi Maluku

1.300 Izin

329.998.774

362.998.651

18

04

1.02

02

Pemantauan Pemenuhan Komitmen
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman
Modal

Terlaksananya Pemantauan Komitmen
Perizinan dan Non Perizinan

11 Kab/Kota, Provinsi Maluku

11 kab/kota

138.420.000

152.262.000

18

04

1.02

03

Penyediaan Layanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan
Non Perizinan

Terlaksananya Survey Indeks Kepuasan
Masyarakat dan Penilaian Kinerja PTSP

11 Kab/Kota, Provinsi Maluku

92

300.000.000

330.000.000

18

04

1.02

04

Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan
Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah

Terlaksananya sosialisasi kebijakan di
bidang penanaman modal dan FGD

Provinsi Maluku

50 orang

200.000.000

220.000.000

18

05

PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

18

05

1.01

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah
Provinsi

18

05

1.01

01

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan
Pelaksanaan Penanaman Modal

Terlaksananya pemantauan
proyek/perusahaan

Kab/Kota, Provinsi Maluku

10 perusahaan

166.836.764

183.520.440

18

05

1.01

02

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman Modal

Terlaksananya pembinaan
proyek/perusahan melalui
Bimtek/Sosialisasi

Kab/Kota, Provinsi Maluku

346 orang

312.181.038

343.399.142

18

05

1.01

03

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal

Terlaksananya pengawasan
proyek/perusahan

Kab/Kota, Provinsi Maluku

14 perusahaan

236.312.597

259.943.857

18

06

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN
SISTEM INFORMASI PENANAMAN
MODAL

18

06

1.01

Urusan Pengelolaan Data dan Informasi
Perizinan dan Non Perizinan Penanaman
Modal yang terintegrasi pada Tingkat
Daerah Provinsi

18

06

1.01

01

Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan
Data dan Informasi Perizinan dan Non
Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

Tersedianya data dan informasi penanaman
modal

Provinsi Maluku

125 Buku

150.000.000

165.000.000

18

o1

PROGRAM PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

18

o1

1.01

Perencanaan, Penganggaran dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

18

01

1.01

01

Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Tersedianya dokumen Perencanaan
Program/Kegiatan

Langgur

3 Dokumen

521.586.687

573.745.356




Koordinasi dan Penyusunan Laporan

18 | 01 |1.01 06 Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Tersedianya Laporan Capaian Kinerja Provinsi Maluku 1 Dokumen 66.236.499 72.860.149
Kinerja SKPD
Terlak Kegiatan Evaluasi Kiner;j
18 | 01 | 1.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah erlaksananya fegiatan tvaluasi Kinerja Provinsi Maluku, Kabupaten/Kota, Jakarta 4 Dokumen 366.733.489 403.406.838
Perangkat Daerah
18 | 01 |1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
18 | 01 |1.02] 01  |Penyediaan Gaiji dan Tunjangan ASN iﬁnmj?nhg{::N yang mendapatkan gaji dan Provinsi Maluku 40 orang 3.995.004.278 4.394.504.706
Pelaksanaan Penatausahaan dan Jumlah petugas penatausahaan dan -
18 | 01 | 1.02 03 P Maluk 11 92.188.800] 101.407.680
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pengujian/verifikasi keuangan SKPD rovinst Maluku orang
18 | 01 [1.02| 05  |KoordinasidanPenyusunan Laporan Jumiah laporan Provinsi Maluku 5 dokumen 12.500.000 13.750.000
i Keuangan Akhir Tahun SKPD P R B
Koordinasi dan Penyusunan Laporan
18 | 01 | 1.02 07 Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran|Jumlah laporan Provinsi Maluku 16 dokumen 9.900.000 10.890.000
SKPD
Administrasi Milik Daerah pada
180 1 |1.03 Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Tersedianya Kebutuhan Barang Milik o )
18 | 01 [1.03 01 Barang Milik Daerah SKPD Daerah SKPD Provinsi Maluku 20 unit 9.800.000 10.780.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah L
18 | 01 (1.03 05 Barang Milik Daerah pada SKPD pada SKPD Provinsi Maluku 7 dokumen 7.500.000 8.250.000
18 | 01 | 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat
Daerah
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Terikutsertanya Aparatur Penanaman
18 | 01 | 1.05 09 Jakart: 9 ki 132.989.731 146.288.704
Berdasarkan Tugas dan Fungsi Modal dalam Pendidikan dan Pelatihan akarta orang/keg
Sosialisasi Peraturan Perundangan Terlaksananya Sosialisasi Peraturan
18 | 01 | 1.05 10 undangan & Peraturan Perundang-undangan di bidang Provinsi Maluku 22 orang 123.749.999 136.124.999
8 Penanaman modal
18 | 01 |1.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah
18 | o1 | 1.06 02 Plen\l/edlaan Komponen Instalasi Terpenuhinya kebutuhan Penerangan Provinsi Maluku 12 bulan 16.499.923 18.149.915
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Gedung kantor
T hinya Kebutuhan Peralatan d
18| 01 [1.06| 03  |Penyediaan Peralatan Rumah Tangga erpenuhinya fiebutunan Feralatan dan Provinsi Maluku 10 unit 5.000.000 5.500.000
kebersihan Kantor
Tersedi bah takan d.
18| 01 [106| 05  |Penyediaan Bahan Logistik Kantor ersecianya bahan cetakan dan Provinsi Maluku 12 bulan 68.371.819 75.209.001
penggandaan
P diaan B takan d T hinya kebutuhan Bahan Material
18|01 |106| o7 enyediaan Barang cetakan can erpenuninya kebutuhan Sahan Materia Provinsi Maluku 12 bulan 30.000.000 33.000.000
Penggandaan Kantor
T hinya kebutuh kan d i
18| 01 |106| 08 |Fasilitasi Kunjungan Tamu erpenuninya kebutihan maxan dan minum Provinsi Maluku 100 orang 98.724.021 108.596.423
Rapat dan Fasilitasi kunjungan Tamu
penvelenagaraan Rapat Koordinasi dan Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi
18 | 01 | 1.06 09 4 68 P Program Kegiatan antara pusat dan daerah Jakarta dan Provinsi Lain 10 kali 164.076.000 180.483.600

Konsultasi SKPD

dibidang Penanaman Modal




T — _— S — — . —
e - Em— T
Pengadaan Barang Milik Daerah T
2 16 ; a¥ /1'07I IPenunilng Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Tersedianya Sarana Penunjang O | |l
01 .07 0 g Operasiona
2 |18 ! ! atau Kendaraan Dinas Jabatan Kantor Provinsi Maluku 2 unit 600.000.000 660.000.000
Tersedianya Sarana Penunjang Operasional
.07
2 |18 /0110 05 |Pengadaan Mebel Kantor Provinsi Maluku 50 unit 100.000.000 110.000.000
N Tersedianya Sarana Penunjang Operasional
2 18 | 01 (1.07 06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Kantor Provinsi Maluku 12 unit 120.000.000 132.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana T di S P o !
. ersedianya Sarana Penunjang Operasiona
2 18 | 01 |1.07 11 Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Kantor Jang Op Provinsi Maluku 2 unit 20.000.000 22.000.000
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
1 or |1
2 8 08 Pemerintah Daerah
2 18 [ 01 |1.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Terlaksananya surat menyurat Provinsi Maluku 12 bulan 8.000.000 £.800.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya |Terp hi kebutuhan k ikasi ai
2 |18 |01 |r08| 02 | Tk v damistrik kantor ’ Provinsi Maluku 12 bulan 89.760.000 98.736.000
2 18 | 01 |1.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Terlaksananya Pelayanan Kantor Provinsi Maluku 10org 105.907.283 116.498.011
2 18 | o1 |1.00 Pemeliharaan Barang Milik Daerah
: Penunjang Urusan Pemerintah daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
2 18 | 01 |1.00 01 Pemel-harzan-dan Pajak Kendaraan ! Terlaksananyfl Pemeliharaan Kendaraan Provinsi Maluku 2 unit 120.747.000 132.821.700
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Dinas Operasional Kantor
Jabatan
. |
2 18 | 01 (1.09 06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Ter i v Provinsi Maluku 25 unit 12.000.000 13.200.000
Gedung Kantor
2 18 | 01 | .09 09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor | Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Provinsi Maluku 1 gedung 1.000.000.000 1.100.000.000
dan Bangunan Lainnya Kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan "
Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan - .
Provinsi Maluku 3 unit 16.999.290 18.699.219
2 18 | 01 |1.09 11 Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau prasarana Gedung Kantor
Bangunan Lainnya
TOTAL 16.456.443.992 18.102.088.391
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